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Abstrak

Intervensi pemerintah terhadap pasar dipandang suatu kebutuhan, tujuannya adalah
dalam rangka melindungi konsumen dari unsur kerugian atau kemadharatan. Namun
demikian, dalam literature hadis, sebagian narasi mengindikasikan adanya larangan
intervensi pemimpin dalam mengatur mekanisme penetapan harga pasar. Ditinjau
dengan menggunakan pendekatan kontekstual, perkembangan tradisi, kultur, budaya,
serta lahirnya kompleksitas problematika baru justru mendorong pemerintah dan para
sarjana muslim untuk mereinterpretasi pemahaman baru terkait hadis tas’ir sehingga
berimplikasi dalam memberikan solusi alternatif terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi
yang mapan dan produktif. Tujuan studi literature ini dalam rangka melacak hadis-hadis
tas’ir serta bagaimana bangunan konstruksi pemahaman para ulama dalam menafsirkan
makna hadis tas’ir tersebut. Koleksi hadis tas’ir dikumpulkan dari beragam kitab-kitab
turats hadis, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik. Temuan penelitian
ini memperlihatkan bahwa tas’ir diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa
dhowabith. Hal ini menunjukkan Kontekstualisasi pemahaman hadis sangat penting
agar Islam tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Islam menjadi responsif terhadap
tantangan dan permasalahan yang muncul. Sehingga Islam menjadi shalihun Ii kulli
makan wa zaman.
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Abstract

The Relevance of The Tas'ir Hadith (Price Setting) to The Economic System in
Indonesia. Government intervention in market policies is seen as a necessity, the aim is
to protect consumers from elements of loss or harm. However, in the hadith literature,
some narratives indicate that there is a prohibition on the intervention of the leader in
regulating the market pricing mechanism. Judging by using a contextual approach, the
development of traditions, culture, culture, and the birth of new problematic
complexities actually encourage the government and Muslim scholars to reinterpret new
understandings related to the tas'ir hadith so that it has implications for developing
alternative solutions to established and productive economic policies. The purpose of
this literature study is to trace the traditions of tasir and how to construct the
understanding of the scholars in interpreting the meaning of the hadith of tas'ir. The
collection of tas'ir hadiths was collected from various turats hadith books, then analyzed
using descriptive analytic methods. The findings of this study show that tas'ir is allowed
by scholars with several dhowabith. This shows the contextualization of the
understanding of hadith is very important so that Islam is not rigid to the times. Islam
becomes responsive to the challenges and problems that arise. So that Islam becomes
shalihun li kulli makan wa zaman.

Keywords: Hadith Tas'ir, Economy, Indonesia

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, tentunya
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam (Misbah, 2016). Namun,
permasalahan tentang memahami hadis banyak terjadi dalam umat Islam. Hal ini
terkait karena; pertama, keotentikan hadis yang berbeda dengan Al-Quran. Kedua,
sebagai Nabi akhir zaman, yang ajaranya berlaku bagi umat Islam di seluruh tempat
hingga akhir zaman, padahal hadis terucap, atau dilakukan pada masa Rasulullah Saw
dan dalam sosio-kultural masa itu (Nurudin, 2015). Namun, tidak semua hadis
memiliki asbabul wurud, sehingga menjadikan ketidakjelasan status hadis apakah
bersifat umum ataukah khusus (Imron, 2016). Ketiga, keberadaan Rasulullah Saw dalam
berbagai posisi dan fungsinya, adakalanya Rasulullah Saw berperan sebagai manusia
biasa, sebagai suami, sebagai pemimpin negara, sebagai panglima perang dan lain-lain
(Atabik, 2015).

Hal yang telah disebutkan membuat permasalahan dalam memahami sebuah

hadis. Pemahaman hadis harus didudukkan pada tempat, proposianal, kapan dipahami
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secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional, maupun lokal (Muhtador,
2017). Pemahaman yang kaku dan statis menutup keberadaan Islam yang shalihun Ii

kulli zaman wa makan (Hosen &Musyafiq, 2019).

Salah satu contoh perbedaan dalam memahami hadis, adalah dalam masalah
pelarangan tas’ir (price fixing). Dalam hadis dengan jelas Rasulullah Saw tidak mau
untuk menetapkan harga, artinya pemerintah atau kepala Negara tidak boleh untuk

menetapkan harga. Namun beberapa ulama membolehkan adanya tas’ir (price fixing).

Menurut Euis Amalia penetapan harga atau intervensi pemerintah dalam
Ekonomi Islam dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan menjaga
keadilan pasar. Intervensi pemerintah dapat dilakukan ketika terjadi adanya distorsi
pasar yang menyebabkan ketidak seimbangan pasar. Padahal keseimbangan pasar
sangat dibutuhkan demi terciptanya harga yang wajar dan adil (fair price) (Amalia,
2013).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pasar memilki pengaruh dalam menentukan
suatu harga. Ketika permintaan menguat maka harga akan naik, begitupun sebaliknya
ketika permintaan menurun dan stok barang banyak maka harga ikut turun (Amalia,
2010). Ibn Taimiyah tidak memperbolehkan pemerintah untuk mengintervensi harga
pasar. Namun, ketika intervensi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keadilan
sehingga transaksi jual-beli dilakukan dengan harga yang standar dan menghindarkan
manusia dari keharaman, maka intervensi pemerintah sangat dibutuhkan (Qardawi,
2001).

Sedangkan menurut David Greaber Islam sangat menjamin kebebasan pelaku
pasar, pasar harus terlindungi dari intervensi pemerintah. Hal ini karena pasar
merupakan tempat ekspresi kebebasan individu dan komunitas. Adapun intervensi
pemerintah hanya diperbolehkan seminimal mungkin. Bahkan pemerintah harus
mengupayakan strategi kebijakan pajak dan peraturan peragangan dalam rangka
pertumbuhan pasar (Graeber, 2011).

Adanya kebolehan atas intervensi pasar oleh pemerintah, bertolak belakang dari
redaksi hadis, dimana Rasulullah Saw menolak untuk menetapkan harga sebagai bentuk
intervensi terhadap pasar. Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa pasar harus
diberikan kebebasan berupa persaingan bebas (free competition), dengan adanya

persaingan bebas (free competition), maka akan muncul pasar bebas (free market).
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Kedua mekanisme ini adalah naluri manusia untuk saling bersaing, mekanisme ini
merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi secara impersonal,
kebebasan pasar akan melahirkan kebebasan memilih. Bahkan mekanisme ini dapat
memberikan keajaiban sehingga disebut dengan the invisible hand (Supratikno, 2011).
Eka Sastra menambahkan bahwa mekanisme pasar berupa persaingan bebas dan pasar
bebas akan melahirkan pasar persaingan sempurna (perfect competition). Pasar
persaingan sempurna (perfect competition) dapat memberikan keuntungan bagi
konsumen dan produsen, bahkan dapat berdampak pada tatanan perekonomian
nasional. Ketika terjadi persaingan sempurna maka tidak ada pihak yang dapat
mengendalikan harga sebuah komoditas, harga akan ditentukan oleh pasar sesuai
permintaan dan penawaran, konsumen akan diuntungkan dengan adanya variasi

produk dari komoditas yang sama (Sastra, 2016).

Adanya perbedaan pandangan tersebut menarik peneliti untuk mengelaborasi
lebih jauh terkait pemaknaan hadis tas’ir. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan
metode deskriptif analitik, peneliti akan menganalisis hadis tas’ir, pemahaman terkait

dengannya dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia.

Koleksi Hadis-Hadis Pelarangan Tas’ir

Tas’ir secara bahasa bahasa sama dengan sir yaitu menetapkan atau
menentukan harga (Ma’luf, 1986). Adapun dalam terminologi figh Sayyid Sabiq (w.1420
H) dalam kitabnya Fiqih Sunnah memberikan definisi Tas’ir

el 32 Ny CUU Uy Y ok Lry ol &) el s 2y

“Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak
dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak
menganiaya pembeli”

Dari pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tas’ir adalah
bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar, salah satunya adalah
dengan menentukan harga. Intervensi pemerintah ini memiliki implikasi hukum dalam
Islam, yang mana para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh cara

memahami hadis tentang pelarangan tas’ir.

Adapun hadis tentang pelarangan Tas’ir dari dapat ditemukan dalam beberapa

kitab hadis. Dari penemuan penulis ada yang sama sanadnya dan matannya, dan
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adapula yang berbeda sanad tapi substansi matannya tetap sama. Hadis-hadis tersebut,

antara lain:

1. Hadis dari jalur Anas bin Malik ra (w. 93 H):
a. Dalam Kitab Musnad, no hadis 14057 (Hanbal, 1998)

(i oy ot e kg (EuBs E Gl 106 el g G Bl D Bis
B Jot 620 JUS ‘51;39;1; \L;,M»\J .L@_ag&wmu;:mssw J6
Ladl o sl an o VJM e Jo s Jo Jus o s cana i
"I Y5 s g aallas ol 288 BT S5 AT O ’.3%1 & S5
b. Dalam Kitab Musnad al-Darimi, no. hadis 2587 (Ad-Darimi, 2000).

e :JL’; cuﬁ 5 B85 s o i il X S Gl oo & gie Gt
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c. Dalam Kitab al-Sunan al-Kubro Ii Baihaqi, no. hadis 11144 (Baihaki, 2003).
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c. Dalam Kitab as-Sunan Ibnu Majah (Ibnu Majah, 1998).
cmj (5315 NG Gl i AR Gis :J@ “’CL;;- Gis :J@ éiij\ 2 82 Gk
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d. Dalam Kitab as-Sunan At-Tirmidzi, no. hadis 1314 (Tirmidzi, tth.).
G368 2e el 23 A Ghs 16 JUeis b3 FES s Ju)us“’“’ s

ARNFH crlwé\.l&a\)\&wm\)\ W&,@w& :Jtsu.ss 2 Ay (Ll
c’T X

39 305 S el Jad cael g by JE o pe B g
R fos Bans 151U Y 3wl ol 1S Bs s 5
e. Dalam Kitab as-Sunan Abi Dawud, no. hadis 3451 (Abi Dawud, 1997).
5o BBl e g S s Ole s s jg; i Gis
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Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. beliau berkata: Harga barang-barang pernah
mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah
harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami; Ilalu
Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga,
yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya
mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan
tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena
kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta.”

2. Hadis dari jalur Abta Hurairah ra (w.59 H):
a. Dalam Kitab al-Mu’jam al-Ausat, no. hadis 427 (Tabrani, 1995).

\;IJ@%L@’&? \‘_;494»\‘) 1;&43&32’]&"&34%&4?;5\
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b. Dalam Kitab as-Sunan Abi Dawud, no. hadis 3450 (Abi Dawud, 1997).
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“Dari Abi Hurairah ra, bahwasanya seseorang telah datang kepada Rasulullah
Saw, lalu ia berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau
berkata: “Allahlah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku
berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa
kezhaliman kepada seorangpun”

3. Hadis dari Jalur Abu Sa’id al-Khudry ra (w. 74 H):

a. Dalam Kitab al-Mu’jam al-Ausat, no. hadis 5955 (At-Tabrani, 1995).
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Artinya: “Dari Abi Sa’id Al-Khudry r.a. beliau berkata: Harga barang-barang
pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Wahai
Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami;
lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga,
yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya
mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan
tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena
kezhaliman dalam urusan agama dan dunia.”

Riwayat dari jalur Anas bin Malik (w. 93 H), dihukumi hasan shahih oleh at-
Tirmidzi (w.279 H) dalam kitabnya, dalam footnote kitab musnad Imam Ahmad (w.241
H) yang diterbitkan muasasah ar-Risalah, pentahkik menilai hadis dari jalur Anas bin
Malik (w.93 H) sanadnya shahih, perawi-perawinya tsigat. Secara kualitas hadis secara
keseluruhan, riwayat-riwayat di atas merupakan hadis yang dapat diterima. Hal ini
disebabkan banyaknya pen-takhrij yang mengeluarkan hadis tersebut dan kualitas rijal
al-hadisnya adalah tsigat.
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Pemaknaan Hadis Tas’ir

Kondisi sosio-historis pada saat hadis ini disampaikan Rasulullah Saw, harga
barang di pasar kota Madinah sedang meninggi, maka para sahabat meminta kepada
Rasulullah Saw untuk menetapkan harga. Penyebab mahalnya harga tidak disebutkan
dalam riwayat-riwayat di atas. Namun, harga di pasar ditentukan berdasarkan kekuatan
permintaan (demand) dan penawaran (supply), karena itu kenaikan harga umumnya
disebabkan karena kekuatan permintaan lebih banyak dibandingkan barang yang ada
(Rahardja & Manurung, 1999). Kelangkaan barang tersebut bisa jadi disebabkan
paceklik, ataupun adanya penimbunan. Rasulullah Saw menolak untuk menetapkan
harga, karena takut menzalimi manusia, khususnya pedagang. Hal ini diperkirakan
sebab dari kelangkaan barang bukan karena adanya penimbunan, melainkan dari sebab

yang lain (Warsito, 2018).

Wajhu dilalah dari riwayat-riwayat di atas menunjukkan dengan sangat jelas
bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw tidak mau mengikuti permintaan para sahabat
untuk menetapkan harga. Walaupun saat itu harga-harga barang sedang mahal dan
menyusahkan para sahabat, sehingga hal itu menjadi penyebab mereka meminta kepada
Rasulullah Saw untuk menetapkan harga. Seandainya Tas’ir diperbolehkan maka
tentunya Rasulullah Saw mengiyakan permintaan sahabat. Alasan/illat mengapa

Rasulullah Saw tidak membolehkan Tas’ir karena terdapat kedzaliman (Syaukani, n.d.).

Hadis ini menunjukkan pelarangan bagi pemerintah untuk menetapkan harta.
Namun, dalam realitasnya pemerintah seringkali melakukan intervensi terhadap pasar
berupa penetapan harga (Faatin, 2018). Para ulama memahami pelarangan dalam hadis
ini bukanlah pelarangan yang mutlak (Thsannudin & Nisa’, 2021). Terdapat kondisi-
kondisi tertentu yang menjadikan pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap
pasar. Bahkan Rasulullah Saw pernah melakukan intervensi dengan menentukan harga,
yaitu: Pertama, pada kasus memerdekakan hamba-sahaya yang dimiliki oleh dua orang.
Rasulullah Saw mengintervensi harga bagi hamba-sahaya tersebut, serta menetapkan

bagian kepemilikan setiap pemilik.

Kedua, ketika terjadinya perselisihan tentang pohon yang tumbuh di tanah milik
orang lain. Rasulullah Saw, memerintahkan kepada pemilik pohon untuk menjual
pohon tersebut kepada pemilik tanah. Namun, pemilik pohon tidak berkenan untuk

menjual pohonnya. Karena itu, Rasulullah Saw menyuruh pemilik tanah untuk
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menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik

pohon.

Adanya penetapan harga yang dilakukan Rasulullah Saw menunjukkan bahwa
hadis larangan tas’ir bukanlah merupakan pelarangan yang mutlak. Ketika pedagang
menjual di atas harga yang layak (tsaman al-mitsli), maka pemerintah boleh melakukan
intervensi. Begitupun ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, maka pemerintah
dibolehkan untuk menetapkan harga.

Mahir Hamid Al-Hauli menjelaskan bahwa Inti penolakan Rasulullah Saw
untuk menetapkan harga adalah menghidari melakukan kedzaliman bagi para
pedagang. Karena itu, pelarangan yang dilakukan karena ada unsur kedzaliman.
Sebaliknya ketika ada kemaslahatan maka pemerintah boleh untuk melakukan
intervensi berupa penetapan harga (Hauli, 2006). Namun, penggunaan lafal umum
dalam hadis tersebut mengindikasikan bahwa larangan ini bersifat umum, bukan karena
alasan tertentu (Masruri, 2018). Bahkan masyarakat yang meminta untuk ditetapkan

harga, atau dengan kata lain ada kemaslahatan masyarakat yang lebih luas pada saat itu.

Menurut Sayyid Sabiq penolakan Rasulullah Saw untuk menetapkan harga pada
saat itu dikarenakan mekanisme pasar berjalan normal, dimana kenaikkan harga
disebabkan kenaikkan demand sementara supply berkurang. Hal ini akan berbeda jika
adanya distorsi, seperti adanya ihtikar/penimbunan, gharar, dan lain-lain. Ketika ada
distorsi dalam pasar, maka dimungkinkan Rasulullah Saw akan mengintervensi pasar,
sebagaimana dalam kasus penetapan harga hamba-sahaya. Intervensi dapat dilakukan
untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, dan telah mendapat masukan dari para

ekonom dan cendikiawan yang paham akan hal itu (Sabiq, 1999).

Ibnu Taimiyah (w.728H) menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan
intervensi pasar dalam kondisi tertentu, yaitu: Pertama, produsen menjual harga di atas
harga pasar, sedangkan barang yang dijualnya merupakan komoditas primer yang
sangat dibutuhkan masyarakat; Kedua, adanya kecurangan dari para produsen berupa
monopoli komoditas tertentu maupun melakukan penimbunan; Ketiga, komoditas yang
dijual memang hanya dimiliki atau dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga
dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan; Keempat, adanya perilaku kartel, yaitu

adanya koalisi para pedagang yang berusaha untuk mendominasi pasar (Hakim, 2017).
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Menurutnya, Jika intervensi pemerintah berupa penetapan harga mengandung
unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia, yaitu memaksa untuk menjual
barang yang dimiliki, atau melarang sesuatu yang dibolehkan, maka intervensi ini
diharamkan. Namun, jika penetapan harga tersebut bertujuan untuk mencipkatan
keadilan antarmanusia sehingga tercipta harga standar yang normal, maka hal ini
diperbolehkan (Qaradhawi, 2001).

Muhammad Lawal Ahmad Bashar menjelaskan bahwa pada dasarnya ekonomi
Islam tidak membolehkan Intervensi pasar. Namun, Ketika terjadi distorsi dalam pasar
seperti ihtikar, tadlis, taghrir, monopoli dan sebagainya, sehingga membuat harga-harga
menjadi naik dan menyebabkan kesusahan, para ulama membolehkan pemerintah
untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga yang bertujuan untuk
menghilangkan distorsi tersebut. Dengan syarat setiap keadaan yang diidentifikasi
untuk dilakukan pengontrolan harga harus melalui penelitian secara detail dan
komprehensif (Bashar, 1997).

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa pemaknaan hadis penolakan
Rasulullah Saw terhadap penetapan harga tidaklah final. Terdapat kondisi-kondisi
tertentu bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, khususnya ketika terjadi distorsi
pasar seperti ihtikar, monopoli, taghrir dan lain-lain, serta demi menjaga kemaslahatan
masyarakat. Namun, penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga
menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menginginkan harga pasar merupakan hasil dari
mekanisme pasar yang ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan (demand) dan
penawaran (supply), pasar merupakan tempat untuk bebas berkompetisi secara normal

(free competion) sehingga tercipa pasar bebas (free-market).

Free Competition dan Free-Market

Persaingan bebas (free-competition) merupakan dasar pengaturan dalam
ekonomi Islam (Masri, 2012). Persaingan bebas (free-competition) menciptakan
ekonomi yang dinamis, produsen akan berinovasi dan menjaga kualitas produk yang
ditawarkan, melakukan efisiensi produksi sehingga konsumen tidak berpaling ke

produk lain.

Eamonn Butler menjelaskan bahwa dengan adanya persaingan bebas maka akan

mencipktakan penyesuaian yang berkelanjutan danterciptanya inovasi. Hal ini
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menguntungkan konsumen karena dapat memenuhi keinginan mereka. Produsen akan
menyiapkan produk yang terbaik sehingga dapat diterima oleh pasar (Butler, 2018).

Ketika terjadi persaingan bebas (free-competition) maka akan melahirkan pasar
bebas, dimana aktifitas ekonomi digerakkan oleh interaksi yang bebas di pasar.
Kebebasan pasar mendorong setiap individu untuk melakukan upaya yang terbaik,
bahkan mekanisme pasar yang menguntungkan konsumen dan produsen terjadi ketika
adanya kebebasan pasar (free-market) dan persaingan bebas (free-competition)
(Masykuroh, 2020).

Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa manusia memiliki naluri untuk
bersaing, karena itu persaingan bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-market)
merupakan mekanisme yang compatible dengan mekanisme pasar. Persaingan bebas
(free-competition) dan pasar bebas (free-market) dapat menjadi solusi (impersonal)
untuk permaslahan ekonomi. Bahkan dengan adanya mekanisme pasar berupa
kebebasan pasar dan persaingan bebas dapat memberikan keajaiban-keajaiban
(Supratikno, 2011).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persaingan bebas (free-competition) dan
pasar bebas (free-market) memiliki peranan yang besar dalam ekonomi. Namun,
mekanisme pasar berupa persaingan bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-
market) bukanlah menjadi solusi utama bagi permasalahan ekonomi, salah satunya
adalah permasalahan pemerataan pendapatan. Perlu adanya aturan atau intervensi
pemerintah sebagai penyeimbang (countervailing force), yaitu: pertama, regulasi
pemerintah atau intervensi pemerintah, kekuatan itu bergantung kepada baik buruknya
birokrat dan aparatur pemerintahan. Ketika aparatur pemerintahan berkualitas buruk,
maka akan memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, rendahnya tingkat
efisiensi sehingga menyebabkan gagalnya mekanisme pasar; kedua, pengawasan mandiri
dari masyarakat, social capital berupa etika dan kepedulian terhadap sesama
(Supratikno, 2011).

Rafiq Yanus al-Masri menjelaskan bahwa persaingan bebas (free-competition)
dibolehkan dalam Islam. Namun, diperlukan aturan-aturan pemerintah yang berfungsi
sebagai: pertama, meningkatkan kualitas barang dan jasa; kedua, menstabilkan harga
dan menjaga persaingan; ketiga, mencegah tindakan kejahatan yang disebabkan hasad

dan dengki. Aturan-aturan ini berusaha untuk menciptakan persamaan dan keadilan,
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menghilangkan al-ihtikar yang berarti penimbunan, monopoli dan tidak transparan dan
akuntabel (Masri, 2005).

Menurut George Soros ketika pasar akan hancur dan rusak ketika mekanisme
pasar tidak diberikan penggwasan dan peraturan, hal ini disebabkan para pelaku pasar
yang menanggalkan etika dan moral sehingga melakukan kebebasan yang melampaui
batas. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam bentuk
mengwasi dan membuat regulasi demi terjaganya mekanisme pasar berupa persaingan
bebas (free-competition) dan pasar bebas (free-market) (Soros, 1999). Peran pemerintah
sanagat dibutuhkan untuk menjaga mekanisme pasar dan mengatasi kegagalan pasar.
Terciptanya kebebasan, keseimbangan, kebersamaan dan keadilan merupakan tujuan

utama dari intervensi pemerintah (Abbas, 2012).

Intervensi pemerintah harus dilakukan seminimal mungkin. Menurut Zubair
Hasan intervensi pemerintah dan regulasi pemerintah harus pada tingkat seminimal
mungkin. Islam sangat mendukung adanya kebebasan ekonomi, tetapi juga
mengingatkan tentang adanya tanggung jawab sosial setiap individu. Tanggung jawab
sosial merupakan faktor inti dalam menjaga mekanisme pasar, karena itu peran

pemerintah dilakukan seminimal mungkin (Hasan, 2007).

Dalam sejarah Islam bentuk intervensi pemerintah dilakukan oleh lembaga
Hisbah. Tugas lembaga Hisbah adalah berupa pengawasan, adapun pengawasan yang
dilakukan bertujuan untuk menghilangkan penipuan, pemalsuan, kecurangan,
monopoli dan penimbunan. Lembaga Hisbah juga berfungsi untuk mengawasi
kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja, persaingan usaha, pengawasan industri,
dan lain-lain. Karena itu fungsi lebih sebagai amar ma’ruf nahi munkar dan dalam
bentuk check and balances (Baidhawy, 2017).

Zakiyuddin Baidhawy menjelaskan Islam menjamin kebebasan setiap individu
maupun kebebasan pasar, Islam tidak memperbolehkan adanya intervensi atau
pembatasan. Karena itu, intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat
komplementer. Adapun tujuan dari intervensi tersebut adalah memberikan jaminan
terciptanya keadilan dalam mekanisme pasar, dan memberikan kesejahteraan umum
bagi setiap masyarakat. Intervensi pasar menjadi sebuah kewajiban pemerintah ketika
terjadi pelanggaran yang mengacnam kemaslahatan masyarakat. Namun, intervensi
pemerintah dalam Islam berbeda dari sosialis atau totalitarian. Intervensi dalam

ekonomi Islam merupakan internalisasi nilai-nilai keadilan, penciptaan lingkungan
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sosio-ekonomi yang sehat, serta pengembangan lembaga-lembaga yang kompeten dan

professional (Baidhawy, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam
menyerupai utilitarian atau kapitalis. Adapun yang membedakannya adalah analisis
ilmu ekonomi berpusat terhadap pada persaingan yang terjadi, sedangkan dalam fikih
Islam berpusat terhadap ‘pemecahan persaingan’ yang sudah ada. Karena itu, intervensi
pemerintah dalam menstabilkan harga dapat dilakukan ketika kondisi informasi

asimetris dan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum (Bashar, 1997).

Intervensi Pasar dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Menurut M. Dawam Rahardjo sistem ekonomi Indonesia pada mulanya adalah
ekonomi terpimpin dalam model dirigisme di bawah pimpinan Bung Karno. Kemudian
memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sistem ekonomi Indonesia
mulai memadukan ekonomi liberal dan keterpemimpinan atau dirigisme. Pada saat itu
pemerintah mendorong sektor swasta, koperasi dan peran negara yang dukup dominan
(Rahardjo, 2009). Bahkan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini lebih cenderung kepada

ekonomi liberal.

Namun, peninggalan era sebelumnya telah merusak mekanisme pasar. Praktik
kartel dan monopoli terjadi pada beberapa komoditas. Kebijakan ekonomi Orde Baru
banyak menguntungkan elite penguasa yang menciptakan kavling-kavling ekonomi
yang dikuasai oleh pihak tertentu. Bahkan praktik ini terus dilakukan pada saat ini
(Sastra, 2018). Eka Sastra menjelaskan bahwa munculnya praktik kartel dan monopoli
pada pasar Indonesia disebabkan beberapa faktor: Pertama, kebijakan dan praktik yang
melanggar kaidah kebebasan berkompetisi (free-competition). Praktik KKN (korupsi-
kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi menjadikan adanya ketidakadilan; kedua, adanya
kesenjangan pendapatan yang menciptakan kesenjangan kesempatan (oppurtinity).
Pihak yang dekat dengan kekuasaan memiliki kesempatan yang besar untuk
mengembangkan aset dan kekayaannya; ketiga, praktik monopoli dank kartel
menciptakan ketidakefisiensi ekonomi. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dapat
meminta keringanan pajak atau mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan mereka
yang tidak memiliki kekuatan ekonomi; keempat, adanya kesenjangan politik (Sastra,
2018).
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Karena itu, diperlukan reformasi sistem ekonomi Indonesia agar terciptanya
pasar yang baik, yaitu pasar persaingan sempurna. Konsekuensi logis dari pasar
persaingan sempurna adalah tidak adanya satu perusahaan yang bisa menetapkan harga
ini kemudian menciptakan setiap perusahaan hanya akan menerima harga yang
ditentukan pasar (price taker). Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada
harga yang ditetapkan pasar, sehingga yang dapat dilakukan perusahaan adalah
menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Adapun Konsumen
akan diuntungkan dengan pasar persaingan sempurna, karena akan mendapatkan
pilihan yang lebih banyak untuk barang-barang yang sama (homogen). Konsumen akan
menikmati harga yang relative murah, produk yang lebih berkualitas dan terjangkau,

baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan (Sastra, 2018).

Salah satu bentuk reformasi pasar adalah dengan menerbitkan peraturan anti-
monopoli (competition law). Peraturan anti-monopoli diartikan sebagai berbagai aturan
untuk persaingan yang kompetitif, yang mencakup berbagai petunjuk yang menjadi
kendala bagi strategi tersedia pada badan usaha (Audretsch, 2001). Di Indonesia
sebenarnya telah terdapat peraturan anti-monopoli yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1999.
Dalam UU tersebut KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diberikan mandat
untuk mengawasi pasar di Indonesia. KPPU harus memainkan peran sentral sehingga
UU No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan secara efektif. KPPU tidaklah bertugas untuk
membatasi pelaku usaha atau mematikan iklim dunia usaha, tetapi untuk menjaga
stabilitas persaingan usaha danterciptanya iklim usaha yang kondusif (Juwana, 1999).
Namun, adanya UU No. 5 Tahun 1999 beserta KPPU tidak dengan otomatis akan
memeberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi pasar harus
dilakukan secara komprehensif pada aspek kebijakan berupa: pertama, mereformasi
kebijakan yang distortif dan ekstraktif; kedua, pada aspek penataan institusi dan
struktur industri yang oligarkis; dan ketiga, pada aspek perilaku sosial (Sastra, 2018).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Intervensi negara pada sistem
ekonomi di Indonesia memiliki relevansi dengan hadis Nabi Saw tentang pelarangan
tas’ir. Pasar harus diberikan kebebasan (free-market) dan kebebasan persaingan (free-
competition) yang dengan keduanya akan tercipta pasar persaingan sempurna. Namun
dalam menjaga mekanisme pasar dari tindakan monopoli kartel dan praktik-praktik
lainnya yang merugikan kemaslahatan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan

intervensi. Dalam konteks ke-Indonesiaan hal ini dilakukan oleh KPPU (Komisi

Riwayah : Jurnal Studi Hadis Volume 7 Nomor 2 2021 380 |



Relevansi Hadis Tas’ir (Penetapan Harga)... |

Pengawasan dan Persaingan Usaha), KPPU bertugas untuk menjaga kebebasan

berusaha menjaga iklim dunia usaha serta menjaga persaingan usaha.

Kesimpulan

Dalam memahami hadis Tas’ir para ulama berbeda pendapat, dalam literature
hadis, Riwayat-riwayat hadis Tas’ir memiliki kualitas yang baik dan otentik. Walaupun
secara redaksi hadis adanya isyarat larangan intervensi pemerintah dalam penetapan
harga, namun para ulama baik klasik maupun kontemporer, membolehkan intervensi
pemerintah terhadap harga pasar dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan khusus.
Adapun hadis larangan tas’ir memiliki relevansi cukup kuat dengan sistem ekonomi
yang berlaku di Indonesia, dimana pasar diberikan kebebasan (free market) dan juga
diberikan kebebasan untuk berkompetisi (free competition). Namun, pemerintah
Indonesia berperan untuk menciptakan mekanisme pasar yang berjalan normal, dengan
mengeluarkan kebijakan, membentuk dewan pengawas berupa KPPU (Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha) dan turut serta dalam melakukan operasi pasar untuk
menstabilkan harga. Oleh karena itu, hadis yang disampaikan oleh Rosul shalihun Ii

kulli makan wa zaman.
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